
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR;"S' TAHUN2018

TENTANG

DENGANRAHMAT TUHANYANGMAHAESA

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 25 TAHUN2017 TENTANGRENCANAKERJA PEMBANGUNANDAERAH

KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN2018

Menimbang

Mengingat

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa dengan adanya peru bahan asumsi kerangka
ekonomi pusat, regional maupun daerah dan kerangka
pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3969);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah berberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 718);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka



23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun
2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018
Nmor 17);

24. Peraturan Gubemur Jambi Nomor 47 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubemur Jambi Nomor 17
Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2018.

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG
PERUBAHANATASPERATURANBUPATI NOMOR25 TAHUN
2017 TENTANGRENCANAKERJA PEMBANGUNANDAERAH
KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2018.

Pasal I
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung
Timur Nomor 25 Tahun 2017 ten tang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 25) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi
sebagai beriku t :

Pasal2

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 dalam
rangka mencapai visi, misi dan sasaran pembangunan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun akibat
terjadinya :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,
prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program
dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. pergeseran kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru/Icegiatan altematif,
penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sa saran
kegiatan.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

-~.-- ----



.' .

Pasal3

Perubahan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 merupakan dokumen Perubahan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur yang digunakan sebagai:
a. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur untuk penyusunan KebijakanUmum Perubahan
Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Perubahan dalam rangka penyusunan Rencana
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2018; dan

b. Pedoman penyempumaan penyusunan Rencana Kerja
Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah
Tahun 2018.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal5

(1) Perubahan RKPDKabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2018 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN
BABII EVALUASIHASIL RKPD SAMPAIDENGAN

TRIWULANII
BABIII RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITASDAERAHDALAMPERUBAHAN
RKPD

BABIV PENUTUP
(2) lsi beserta uraian Perubahan RKPDKabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Dalam hal program dan kegiatan hasil perubahan
RKPDKabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018
berbeda dengan program dan kegiatan RKPDTahun
2018, maka yang digunakan adalah program dan
kegiatan hasil Perubahan RKPDTahun 2018.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

.:
Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal I JUlI 2018

C]3UPA'rI TANJ N JABUNGTIMUR,

H. ROMIHARIYANTO
Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 51 JulJ 2018

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

SAPRIL

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2018
NOMOR...~5."...
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